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ABSTRAK

CATATAN

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal
berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),
untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala
daerah mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun
2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU No. 1
Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2021, PP No.
35 Tahun 2023, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permen PU dan
Perumahan Rakyat RI No. 1 Tahun 2021, Kepmen PU dan Perumahan
Rakyat No. 22/KPTS/M/2023, Surat Bersama Menteri Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Mendagri
No. 03.HK/KPTS/Mn/2024, No. 3015/KPTS/M/2024, No. 600.10-
4849 Tahun 2024, Perda Kab. Mamuju No. 3 Tahun 2023, Perda Kab.
Mamuju No. 10 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Ruang Lingkup, c. Pembebasan PBG Bagi
MBR, d. Kriteria MBR, e. Ketentuan lain-lain.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu
31 Desember 2024.



